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QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGEKUTAN.
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BUPATI ACEH TENGGARA

Babwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor - 22
“Tehun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pendapatan
Daerah perfu diupayakan semaksimal mungkin salah satu
diantaranya adaleh relalei Retribusi kin Usah Angkutan .

Bahwa untuk maksud tersebut pertu dibuat dalam suatu
Qanum,

Undang-Undang Nomar : 4 Tahun 1974, tentang Ferbentukan
Kebupaten Aceh Tenggara ( lembaran Neparn Republik
indonesia Talun 1974 Nomer : 32 Tambahan Lemibaran Negara
Republik Indonesia Nomor ; 3034 1 ;

Urdang - undang Nomor : 13 Tehun 1980 tentang Jalan
{ Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1980 Noror ¢ 15
Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 3186 | ;
Undang - Undang Nowor : 8 {ahun 1981 tentang Kitah Undang-
undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 1981 Nomor : 76 Tarnbahen Lembaran Negara Repubiil

Indon

sia Nomor : 3209 | ;
Undeng-undang Nomer : 14 Talun 1992 tentang Lalu lintas
dan Angkulan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1992 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor : 3480 }

. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 teatang Pemerintehan
Daerak ! Lembaren Negare Republik indonesin Tahun 1999
Nomer : 60 Tambehan Lembaran Negass Republik Indonesia

Nomor : 3839 | =
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Undang-undang Nemor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangen entara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembarsn
Negara Republik Indonesis Tehun 1999 Nomor ; 72 Tambahan
Lentbaran Negara Republlk Indonesla Nomor : 3848) 5

Undang-undang Nomor : 3¢ Tahun 2000 {entang Pajek Dasrsh

3

dan Retrlbusl Daerah { Lembaran Kegera Republik fndonesia
Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembarsn Negars Republik
Indonesia Komor ; 4048 ) ;

8. Peraturan Pemerintsh Nomor @ 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kenderaan di Jalan [ Lembaren Negara Republilk
Indonesiz Tahun 1993 Nomer ; 60 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 3526 ) ;

@

. Peraturan Pemerintsh Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenzngan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sdbagai
Daerah Otonom { Lembaran Negara Republik ndonesia Tahan
2000 Nomor : 54 Tambshen Lembaran Negara Repullic
Indonesia Nomor - 3952 | ;

10.Keputusaan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun

1993 tentang Fenyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
dengan Kenderaan Sermatar ;

11.Pereturen Menteri Dalam Negeri Nomor | 4 Tahun 1993 tentang

Feryidic Pegawai Negen Sipil di Lingkumgan Pemerintah
Daereh ;

12.Keputusan Menterd Dalam Negeri Namor : 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungulan Retribusi Dacrab ;
13.Keputisan Menterl Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997

tentang Tuts Care Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah |




DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH
HABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI

1ZIN USAHA ANGKUTAN .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 | e
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : =

a

b.

"

=

Daerah adaleh Kebupaten Aceh Tenggara
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;

Bupati adalah Bupati Kebupaten Aceh Tenggara |

Penyidik Tindak Pidana dibldasg Retribusi Daerah sdalah serangkaian tindekan
yang dilskukan oish Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutoya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktl terssbut membuat terang
tindak pidane dibidang Retiibusi Daerah serta menemukan tersanghanys ;

Dinas ¢ adalah Dines £ fceh Tenggare;

Kis Dasrabs adalsh Kas Dasrah Kabupaten Aceh Tenggare
Bendaharawan khusus %cntr:ms adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada
Kantar Dinas Pendapatan Kahupaten Aceh Tenggisa ;

Kenderaan betmotor adalah kenderaan yang digereldein leh peralaa telnis .
Kenderaan Roda Empet adalah setiap kenderaan yang diperganiian untuk
anglestan umum dan dipungut bayaran '
Kenderaan Roda Tiga acslah kencarsan yang dipergunelan untk anglutan
amum dan dipungut bayarsn

Mebil penumpang umum adalsh setiap kenderaan bermotor yeng digunakan
Lt mengangkut penLnpand .

Mol Barang adelab sstiag keoderaan bermotor selain Gar Mobil Biis
Hendersan Khusus adalin kenderasn bermotor yang dipergunakan unouk

keperiuan khusus atau mangangiut keperluas khusus




Lali falan edalah persyaratan mindmum kondisi susty kenderann yang harus

dipenuhi agar terjamin keselamatan pads waktu beroperest di jalan

-, Surat ketentuan Retribusi Dacrah adalah Surat Keputusen yang menetukan
besarnya jumlah Relribusi yang terhutang .

Anglutan adalah perpindals oreng / atau barang dari suatu tompat ke tampat

El

lain dengan menggunakan kenderaan i

fen Usaba edalch lin yang diberitan kepada susty Baden wntik
menyelenggaraken kegiatan penyedingn jasa anghuien orang dan atsu harang

dengan kerderaan wmum |

R BAB [
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2
Dengan nama Retdbusl lzin Usaha Anglulen dipungat Remfust sebugai

pembayarun stas prlayanan pembenian Tn Usaba angkuian |

Pasal 3
W) Ol Retribust adalah setinp prmberian lein Usaha Anghulan srang dan alsq

‘harang kepada orang privadi dan atau Badan Husem
12 Bubjek Retritisi adslah orang pribadi dan atau Badan Hulam yang memperoleh
lzin Usahs Anglutan
@ Wajib: Retribusi adalab orang pribadi dan atau yang menurut Persturan
Ferundengundangan Retribusi ¢i wajibken untuk mefakuken pembayaran

Retribust termasul punguten atau pemotongen Retribusi terenta

BAB I
IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 5
(1) Setwp Perusahasn anglulan penumpang umum dan atau barang yang
melakuian kegiatan pelayanan angkutan yang berade i Kabupaten Aceh
Tenggara walib memiliki lzin Ussha Anglutan

12] Tata care Untuk memperaleh Taln sehagai mana dimaksud padu eyst |1) akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacrah .

} [3) Izin Usaha Angluten sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berisky selama 5

(liroe) Tabun




BAB IV
CARA MENGUEUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan :
2. Jumlah unit kenderaan

b, Jenis kenderagn

BAEV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN S8TRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

{1} Prinsip dan sasaran delem penetapan Struitur besarnya tarip Retribusi
didasurken kepada pemieriaan [zin Usaha Anghutan .

(2) Biaya schagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi komponen biays survei
lapangan dan bisya transportas! dalsm Tangka  pengendalian dan
pengawasan

BAB VI
‘TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 8

Penstapan Retribusi berdasarkern SPTRD dengan menerbitkan SKED
(2] Bentuk dan isi SKRD ditetaplan lebih lanjut oleh Kepels Daersh

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 9
{1} Strukeur tarip Retitus! digolosgken berdesarkan kepaca jumiah dan jenis
Keéndernen ,
{{2] Tarip Retribusi lzin Usahe Anghutan meliputi :
| & Mitsubishi Cold Diese! [Mobil Barang) Rp, 75.000.-
b. Fuso [ Mobil Barang | ' Rp. 125.000,-
¢ Tronton (Mobil Bareng | Rp. 175.000
d. Pik Up {Mobil Bareng} Rp, 50.000.-
e Mabil Penumpang [ Mopen | Rp. 75.000.-
Pasal 10
Perungutan Retribust Daerah di kepuda ian jasa yang

| oleh Pemerintah .




BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN DAN SAAT RETRIBUST ‘TERUTANG
Pasal 11

Aasa Retribust edalak fangla waktu tertentu yang lamanya. ditetaplan oleh Kepala
Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarmya Retribusi terutang ,

Pasal 12
Retribusi terutang terjadi pada saat diterapkarnys SKRD atsu Dolamen lain yang
dipersamakan

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13
Femungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Deerah Kabupaten Aceh Tenggars,

BAB X
BANKST ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajlb Retribusi tidak membayer tepat pada waktunya atau lairang
1 sanksi i berupa dende sebesar 2 % [ dus persen §
setiap bulan dari Retribusi yang terutang stau Kurang baysr dan ditagib dengan
menggunakan STRD .

BAB IX
TATA CARA FEMUNGUTAN
Pusal 15
{1 Femungutan Retribusi tidak depat diborongkan
(%) Retribuai dipungut dengan mengeunakan SKRD atau Dokumen lain yang

1® dipersamakan

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
1) Pembayaran Retribusi yang torutang harus dibayar seoara tunal / Tinas .
12) Pembayaran Retribusi dilakulean, di Kas Dastah ataw tempat lain yang
' ditsntukan sesusi walitu yeng ditentukan dalam SKRD ,
18) Dalarn hial pembayaran di tempat Jain yang ditunjuk maka hesd penerimasan
Retribusl harus di setor ke Kas Daerah selambat-lanibatnys 1 kaki 24 jas .




=

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidake mematuhi Qanun ini diancam
huluman kurungan selama-lamanya 6 {enam| bulan dan atau d.emia sebanyak-

banyainga Rp. 3.000.000 { lima jura rupiak |

“Pindak Pidana sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini edalsh Pelanggaran.

BAB X1
PENYIDIKAR
Pasal 18 ]
Prjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinglungan Perverintah Dacrah diberi
wewenang kiusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindalk Pidana
Retribus: Dacrah .
Penyidik dimalesud ayat (1) pasal ini adalah:

a, Menerima, mencerd, dan meneliti atau leporan

berkenann dongan Hodek pidena dibideng Retribusi Dacrah ;

b. Meneniitl, mencari dan mengumpulken Kelerangan mengenal oramg pribadi

atéu badan tentang 7 yang dilak
dengen tindak Pidana di bidany Retribuai Dacrah |

e. Meminta ketorangan dan bahan bukd dari orang-orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribus! Dasrah ;

d. huku-buk = 1tat: dar:  dola dolkumen  lein
berkenaan dengan tindak Pidara Retribusi Daerah |
e. Melakukan an unduk kan bahan bukti

pencatatan dan colamen-dokumen sorta mslokukan penyitaan terhadap
Bahan bukti tersebut ;

£ Meminta bantuan tenaga ahli delam rangka pelaksanasn tugss penvelidikan
tindzk pidana dibidang Retribusi Daeran ;

g Menyuruh berhent, melarang seseorang meninggalkan ruangan ataul
tempat pada saat i sedang dan ikesn identitas

orang dan atau dokumen yang dibwa sebagaimana dimaksud pada huraf a ;
h. Memotret sssorang yang herkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Dassah ;
i, Memanggil orang untk didongar keterangennya sebagal tersangice atad sakst
i Menghentiien pengidikas
k. Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidiksn tindak
pidana dibiderg Retrbusi Dacrah menurut hulium yang dapst dipertanggang

jawabkan
L5138




3) Penyicike sevagaitcana dimakeud peda eyat (1) pasal inl enberitahukan

dinlaing dim p paian hasil penyidi kepada penumtut
umum, sesual dengan ketentvan yang diawr dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 Hultam Acera Pidana .

BAB XIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
I Halhal yang belum diatur dalem Qanun inl sepanjang mengsnal
pelaksaneannys aken diztur lebh lanjut dengan Keputisen Kepala Daerdd) .
) Dengen berfakunya Qanun inl maka Qenun yeng ferdabuly sebelum
ditetapkannya Qamun ini dinvatakan dicabut dan tidelc beclaku g,

Pasal 20
Ganun ini mulai berleku sejal langgal diundangkan
4 e supaya setiap orang dapat vinya, memerintahkan p
Qanun ini dengan va dalam Lembs Dagrah Aceh
Tenggara.
HUTA
9@51 Ms,gum 'zogg_

BUPATI ACEH TENGGARA
dto
DRS. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di . Futacane
Pada Tanggel + 23 Juni 2003

Penata Utema Muda,
Hip - 300 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 46
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